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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor : : 44/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/X /2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94
ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4880);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undangubah, terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemillhan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rokan
Hilir Nomor : 39/HK.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;



Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 60/HK.03.1-
BA/1407 /KPU-KAB/X/2019 Tanggal 18 Oktober 2019
tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
RIAU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIKABUAPTEN
ROKAN HILIR TAHUN 2020.

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020,
sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 18 Oktober 2019

Ditetapkan di Bagansiapiapai
Pada tanggal 13 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

ttd

SUPRIYANTO




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/ 1407 /KPU-Kab/X/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 dimaksudkan untuk

menjadi panduan bagi :

1.
2.

Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara Adhoc;
Partai Politik Pengusung bakal Pasangan Calon dan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan;

. Para Pemangku kepentingan (stake holder) lainnya yang terkait

dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.

B. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil

Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 yang dimaksud

dengan:

1.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir,
yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir untuk
memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokann Hilir secara

langsung dan demokratis.

Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya
disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang diselenggarakan paling akhir.



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya
disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan
diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, yang selanjutnya
disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum  sebagaimana dimaksud dalam  undang-undang
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya
disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama
lain.

Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan
lain/kelurahan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut
Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang Pemilihan.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, vyang
selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia
yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah
Kabupaten/Kota.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya
disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh
Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL,
adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan
lain/kelurahan.

Partai Politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gabungan Partai Politik, adalah gabungan dua atau lebih Partai
Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau
Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu)
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan
sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran

Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.



.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

28.

Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi atau
Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai
Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai
Politik tingkat Provinsi atau kabupaten/kota atau dengan

sebutan lain sesual dengan Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang
bersangkutan.
Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon

bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon
Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Rokan Hilir.
Bakal Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati, yang selanjutnya
disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik
Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar
kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya
disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang
telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta
Pemilihan.

Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Rokan
Hilir yang sedang menjabat.

Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani
pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan
administratif dengan materi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum
dan hak asasi manusia.

Hari adalah hari kalender.

ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara

Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1
2
3
4.
S
6

mandiri;

jujur;

adil;

kepastian hukum;
tertib;

kepentingan umum;



keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi
12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas.

D. PESERTA PEMILIHAN
Peserta Pemilihan adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai politik dan telah memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau

2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah

memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, dengan memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas
atau sederajat;

4. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk
Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan
Pasangan Calon;

5. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan
narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli
psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



7.

10.

11

13

14.

15.

16.

Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara
meliputi :

a. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis);

b. terpidana karena alasan politik; atau

c. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara,
wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di
dalam penjara;

Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi
Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran;

Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
12.

Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

.Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

negara;

Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan

pajak pribadi;

Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati,

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan
ketentuan :

a) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung
berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang
sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun
penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2
(dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

b) jabatan yang sama, adalah jabatan Bupati dengan Bupati,
jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;



17

18.

18.

19.

20.

21

c) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,
meliputi:

c.l. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang
sama.

c.2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak
berturut-turut; atau

c.3. (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang
sama atau di daerah yang berbeda.

d) perhitungan S (lima) tahun masa jabatan atau 2 2 (dua
setengah) tahun masa jabatan, dihitung sejak tanggal
pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan
Wakil Bupati, yang bersangkutan; dan

e) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan huruf d, berlaku untuk :

e.l. jabatan Bupati dan Wakil Bupati, yang dipilih secara
langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; atau

e.2. jabatan Bupati dan Wakil Bupati, karena perubahan

nama Kabupaten.

.Belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi calon Wakil

Bupati, di daerah yang sama;

Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon
bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai
Bupati atau Wakil Bupati di Kabupaten lain;

Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan
negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati
Rokan Hilir, yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati dan penjabat Walikota;

Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

.Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau

sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;



22 .Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali

sejak ditetapkan sebagai calon; atau

23.Berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

24. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak

menghalangi penyandang disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN
1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

a.

€.

KPU Kabupaten Rokan Hilir menetapkan persyaratan
pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir
sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
Persyaratan yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25%
(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah
dalam Pemilu terakhir.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan
ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana
dimaksud Point b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi
Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah pada Pemilu terakhir.

KPU Kabupaten Rokan  Hilir menghitung  syarat
pencalonan,sebagaimana dimaksud pada point b, dengan

rumus:

1) Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah hasil Pemilu

terakhir x 20/100; dan

2) Syarat pencalonan jumlah seluruh suara sah hasil

Pemilu terakhir x 25/100;

3) Dalam hal hasil penghitungan di atas, menghasilkan
angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Keputusan KPU  Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana

dimaksud pada point a, didasarkan pada:



1) Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang
penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan, Perwakilan Rakyat Daerah; atau

2) Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang
penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salinan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana

dimaksud pada point a, disampaikan kepada Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten,

Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, dan Bawaslu

Kabupaten Rokan Hilir.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat

mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik

lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal

Pasangan Calon.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan

kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk

didaftarkan mengikuti Pemilihan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten

Rokan Hilir, tidak dapat menarik dukungannya sejak

pendaftaran.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau

Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap

mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan
tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan

Calon pengganti.

Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan

pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten

Rokan Hilir, tidak dapat mengundurkan diri sejak

pendaftaran.

. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf 1

mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal

calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya

dinyatakan gugur.



1.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h,
ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i,
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-
masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan

Calon.

2. Perseorangan

a.

KPU Kabupaten Rokan Hilir menetapkan persyaratan
pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya
bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan
KPU Kabupaten Rokan Hilir.

Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana

dimaksud pada point a, didasarkan pada jumlah pemilih

yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu
atau Pemilihan terakhir.

Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi

calon perseorangan untuk Pemilihan Bui)ati dan Wakil

Bupati, adalah :

1) Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat
dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau
Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus
lima pulu ribu) jiwa harus didukung paling sedikit
10% (sepuluh persen);

2) Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat
dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau
Pemilihan Terakhir lebih 250.000 (dua ratus lima pulu
ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)
jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan
setengah persen);

3) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat
dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau
Pemilihan Terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu)
jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus
didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah
persen);atau

4) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat
dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau
Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta)
jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam

setengah persen).



Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada point c,
harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah  kecamatan di daerah Kabupaten yang
bersangkutan.

Dalam hal hasil penghitungan, menghasilkan angka
pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam point c,
hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon
Perseorangan.

Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana
dimaksud huruf f yaitu penduduk yang tercantum dalam
daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir atau pemilihan
terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih
pemilihan

Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih
tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar
penduduk potensial pemilih pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam huruf g, penduduk tersebut dapat
memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat
sebagai pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan,
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
surat keterangan yang  diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa
penduduk tersebut berdomisili diwilayah administratif yang
sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu)
tahun.

mengubah simulasi dukungan sebagaimana dimaksud

pada point c, tercantum dalam lampiran II

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1

KPU

Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan jadwal

penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan,

sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan,

dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan

papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Rokan

Hilir.



Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan,

dilakukan selama 14 (empat belas) hari.

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan,

mencantumkan:

a. keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir mengenai
ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan
Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya.

b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
perseorangan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir; dan

c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
Perseorangan.

Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen

dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana angka 5,

dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU RI

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan

Pedoman Teknis tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2020.

Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada

point S dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan
dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul
16.00 Waktu setempat; dan

b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan
sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5,

berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat
keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut
berdomisili di wilayah administratif yang sedang
menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun;
dan

b. rekapitulasi jumlah dukungan.

Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud angka 8,

dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK

Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau

kolektif per desa atau sebutan lain/kelurahan.
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11.

12.

13,

14.

15.

16.

i ¢

18.

Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan
sebagaimana angka 8, dibuat dalam bentuk:

a. softcopy; dan

b. hardcopy.

Softcopy sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a,

merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan

format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem

Informasi Pencalonan.

Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy

sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a harus sesuai

dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam

hardcopy sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b.

Data sebagaimana dimaksud pada angka 12 meliputi

kesesuaian:

a. urutan pendukung; dan

b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk
Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun
Tetangga/Rukun Warga, tempat tanggal lahir, umur, dan
status perkawinan.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8

dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan

lain/kelurahan.

Dalam hal pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran,

identitas kependudukan sebagaimana point 8 huruf a yang

diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan

sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan

belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.

Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan

dan catatan sipil, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi

jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b

dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan

untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan

kabupaten/kota untuk Permilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hilir.

Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat

pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan.



19. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuat dalam 3 (tiga)

rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap

salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir, dengan
peruntukan sebagai berikut:

a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Kabupaten Rokan Hilir
melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan
Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada
PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;

b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Kabupaten Rokan
Hilir; dan

c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon,
setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Rokan Hilir

dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1.

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan terdiri atas :

a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

b. verifikasi administrasi; dan

c. verifikasi faktual.

KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi terhadap

jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan

persebarannya dengan cara :

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan
persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy
formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir
Model B.1-KWK Perseorangan; dan

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan
persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model
B.1-KWK Perseorangan.

Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang

tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal

dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Rokan Hilir
menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan
menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang

memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.



10.

Dalam hal surat pernyataan dukungan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A point 9, Bakal
Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data soft copy
dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebelum
dilakukan Penelitian dugaan dukungan ganda

Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang
tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2
point a dan b tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan
persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Huruf A angka 18 , KPU Kabupaten menyusun
berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada
Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa
penyerahan dokumen dukungan.

Dalam hal surat pernyataan dukungan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A point 12,
Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data
soft copy dukungan dengan di fasilitasi oleh KPU Kabupaten
Rokan Hilir sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan
ganda.

Dalam hal Jumlah dukungan dan persebarannya yang
tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud point 2 huruf
a dan huruf b, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan
persebaran dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Huruf A point 18 dan 19, KPU Kabupaten
Rokan Hilir menyusun berita acara dan mengembalikan
dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk
diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen
dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah
minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan
penyerahan dokumen sebagaimana pada Huruf A angka 18,
KPU Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan keputusan penetapan
Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas
untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana
dimaksud angka 2

Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
angka 2 sampai angka 9, KPU Rokan Hilir melakukan verifikasi

administrasi.
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12.

13.

14.

15.

Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara :

a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan,
nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat
pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan
dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
surat  keterangan yang  diterbitkan oleh  dinas
kependudukan dan catatan sipil;

b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK
Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu
atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk
potensial pemilih Pemilihan;

c. KPU Kabupaten Rokan Hilir menyusun hasil verifikasi
dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;

d. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan
daerah Pemilihan;

e. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

f.  verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah
administrasi PPS;

g. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan
pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status
perkawinan; dan

h. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap
Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir

Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa

berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi

dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah

Pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak

dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, dukungan

tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
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18.
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20.

21.

22,

Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah
administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan
tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal
Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan
memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau
sebutan lain/kelurahan.
Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan
tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.
Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK perseorangan
terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan
perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan
keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti
dengan verifikasi faktual.
KPU Kabupaten Rokan Hilir menyusun hasil verifikasi
administrasi dalam  Berita Acara Model BA.2-KWK
Perseorangan.
Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 3 (tiga)
rangkap asli yaitu :
a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon.
b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten
Rokan Hilir;
c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai
dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat
keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar
pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau
daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten
Rokan Hilir berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan
catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang
bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih
Pemilihan.
Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi, dinas kependudukan
dan catatan sipil menyatakan bahwa :
a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan

dinyatakan memenuhi syarat.
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28,
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b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka
dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat;

c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data
kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan
belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan
dukungan.

Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi

syarat, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1-

KWK Perseorangan.

Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima)

rangkap asli yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri
Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten
Rokan Hilir; dan

e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Rokan Hilir.

Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi

apabila:

a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali
kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan.

b. dukungan ganda, meliputi : kesamaan terhadap Nomor
Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun
Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir,
dan status perkawinan, kesamaan terhadap Nomor Induk
Kependudukan.

c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1
(satu) Bakal Pasangan Calon.

Dalam hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya

dihitung 1 (satu).

Dalam hal ditemukan dukungan ganda, ditindaklanjuti dengan

verifikasi faktual oleh PPS.

KPU Kabupaten Rokan Hilir menyusun hasil verifikasi
dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4- KWK

Perseorangan.
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Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, KPU
Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan salinan asli berita acara
hasil verifikasi kepada :
a. Bakal Pasangan Calon perseorangan
b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan
ganda.
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan
Hilir, KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan dokumen
dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil
verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK
Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali
dukungannya, sejak  KPU Kabupaten @ Rokan  Hilir
menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.
Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen
dukungan, dukungan dimaksud tetap di anggap sah.
Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan
penelitian faktual.
Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan
kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon
perseorangan.
Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat
petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)
setempat sesuai kebutuhan.
PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi
setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran
nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal
Pasangan Calon.
Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya,
dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi
syarat.
Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan
dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara
Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari
daftar dukungan.
Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan
dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi
Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan,

dukungannya tetap dinyatakan sah.



4].

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang
dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana
dimaksud dalam point 40, tidak memberikan dukungannya,
dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau
alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS
memberikan catatan pada kolom keterangan.

Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan,
PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas
kependudukan yang asli.

Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada
lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan
kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu)
Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda
tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang
didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama
pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.
Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pada
formulir Model B.1- KWK Perseorangan tetapi pendukung yang
bersangkutan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan
dinyatakan sah dan di wajibkan membubuhkan tanda tangan
atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pada
formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan pendukung yang
bersangkutan menyatakan tidak mendukung, serta mengisi
lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan,
dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari
daftar dukungan.

Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran
dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon
perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat
dan dicoret dari daftar dukungan.

Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar
mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan
tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK
Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat

dan dicoret dari daftar dukungan.
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Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat
karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada
angka 39, 44, 46, 47 dan 48, PPS dan/atau petugas verifikasi
faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL
atau Panwascam.

PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib
mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan
verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal
Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan
Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling
lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung
Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh
pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap
pendukung yang hadir.

Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi
kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan
dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi
faktual.

Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu
yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang
bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama
pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung
Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung,
karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah
administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon
dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat
memfasilitasi  pelaksanaan  verifikasi faktual dengan
memanfaatkan teknologi informasi.

Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi
dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau
tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan
surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa
pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar
wilayah  administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
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Pemanfaatan  teknologi informasi disesuaikan dengan
aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon
dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan
ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real time)
dengan menggunakan panggilan video (video calll yang
memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap
muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana
dalam verifikasi faktual secara offline.

Dalam hal ketentuan tersebut di atas tidak dilaksanakan,

dukungan pendukung dinyatakan tidak memenubhi syarat.

Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan

teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung,

KPU melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota

dapat melakukan verifikasi kembali terhadap :

a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat
kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat
verifikasi faktual dengan video call dilakukan;

b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang
berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan
pendukung tidak dapat dihadirkan.

PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual dalam Berita

Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh

Ketua dan Anggota PPS.

Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima)

rangkap yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua
dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;

c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rokan Hilir melalui
PPK;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;

e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan

hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh)

hari setelah menerima berita acara dari PPS.

Rapat pleno dihadiri oleh :

a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Panwas Kecamatan; dan

c. PPS.
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Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas
Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan
bukti pendukung.

Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan
pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara
Model BA.6-KWK Perseorangan.

Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan
Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat
menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi
Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita
Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat),
yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rokan Hilir;

c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan

d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka
rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah
dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat)
hari setelah menerima berita acara dari PPK.

Rapat pleno dihadiri oleh :

a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Bawaslu Kabupaten; dan

c. PPR.

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan
menunjukkan bukti pendukung.

Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota
melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita
Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan
Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat
menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi
Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita
Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
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Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat),
yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rokan Hilir;

c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir; dan

d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Rokan Hilir.

Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal
calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa
verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan
rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi
syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal
calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat
diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik.

Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa
verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah
dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5
(lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.

Berhalangan tetap meliputi keadaan :

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan calon pengganti
kepada masyarakat.

Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa
penggantian calon berakhir.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik
dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan
Pasangan Calon peserta Pemilihan.

KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari
sejak dokumen calon pengganti diterima.

Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti
proses verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon
perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau
Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik.



BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1.

KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan

keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai

Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran pasangan

calon.

Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang

penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada

KPU sesuai dengan permintaan KPU.

KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik

tingkat Provinsi dan/atau kabupaten kepada Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa

pendaftaran Pasangan Calon.

Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat menyampaikan salinan

keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi

dan/atau Kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan

KPU, sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.

Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi

dan/atau daerah Kabupaten tidak dapat dilakukan perubahan,

sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal

Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan

karena:

a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan
tetap, yvang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat
keterangan yang menunjukkan pengurus yang
bersangkutan berhalangan tetap; atau

b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambil
alihan kewenangan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau
kabupaten oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam
pendaftaran Pasangan Calon.

KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan

keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU

Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal pengesahan Kepengurusan Partai Politik tingkat

Daerah Kabupaten/kota tidak di lakukan oleh pumpinan Partai

Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta Kepengurusan

Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai

Politik tingkat Provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan

Calon.
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Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan

keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan

Calon.

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat,

Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam point 2, point 4 dan point 7, menjadi pedoman bagi KPU

Kabupaten Rokan Hilir dalam penerimaan pendaftaran Bakal

Pasangan Calon.

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses

penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Rokan

Hilir menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan

keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan

kepengurusan Partai Politik.

KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan pendaftaran Bakal

Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan

pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Rokan Hilir

sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota tahun 2020 dan Pedoman Teknis tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.

Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon,

dicantumkan :

a. Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir;

b. waktu penyerahan dokumen; dan

c. tempat penyerahan.

Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga)

hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal

sebagai berikut :

a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan
sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan

b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul
24.00 waktu setempat.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hilir kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir selama masa

pendaftaran.
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Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak
dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah
kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah
disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat
pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik tingkat pusat.

Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :

a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25%
(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah
dalam Pemilu Terakhir yang hanya berlaku bagi Partai
Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada Pemilu Terakhir;

b. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan
Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik tingkat pusat;

c. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
berhalangan, surat  persetujuan Pasangan Calon
ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat
yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme
pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai
Politik yang bersangkutan;

d. menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat
Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik
tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten dalam pendaftaran
Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya
dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;

e. menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi
dan /atau Kabupaten;

f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai
Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan
Calon; dan

g. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon
untuk mengikuti proses Pemilihan.

Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada

KPU Kabupaten Rokan Hilir selama masa pendaftaran.
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Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal

Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.

Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon

memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem

informasi pencalonan.

Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak

dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politikk atau

Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak

dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut

disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat
keterangan dari instansi yang berwenang.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan

bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan

pencalonan, KPU Kabupaten Rokan Hilir menyatakan tidak
menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita

Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon

kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

bersangkutan.

Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU

Kabupaten Rokan Hilir bertugas :

a. menerima dokumen  persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

b. meneliti pemenuhan persyaratan,;

c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:

1) Keabsahan dokumen syarat calon dan surat
persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dengan
berpedoman pada keputusan Menteri yang diterima
oleh KPU; dan

2) Keabsahan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat
Kabupaten dengan berpedoman pada kepengurusan
Partai Politik tingkat Kabupaten untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang disampaikan
oleh KPU atau KPU Provinsi; atau



3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambil alihan
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau
tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Rokan Hilir

mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima

pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi :

1) Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

2) Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai
Politik tingkat provinsi;

3) Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan
Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik
tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain
Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

4) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

5) Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan
nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau
masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang
bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan

6) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon.

Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan

dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon

perseorangan;

Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Rokan Hilir

mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda

Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi :

1) Nama lengkap bakal calon;

2) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

3) Alamat dan nomor telepon bakal calon;

4) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon; dan
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5) Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran
dukungan bakal calon.

g. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten,
dan kecamatan;

h. Memberikan formulir kepada Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau
formulir kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan

i. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan
jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di
rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir
kepada Bakal Pasangan Calon.

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam

Gabungan Partai Politik tidak melampirkan keputusan

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan

Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rokan Hilir menyatakan

Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari

Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan

mencatatnya dalam berita acara.

KPU Kabupaten Rokan Hilir mencoret 1 (satu) atau lebih Partai

Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi

paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul,

dan disaksikan Bawaslu Kabupaten dan dituangkan dalam

Berita Acara.

KPU Kabupaten Rokan Hilir menerima pendaftaran Bakal

Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih

memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam

Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON

i

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
Calon, wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir
terdiri atas:

a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan
Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang
bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan
Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan
Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK

Perseorangan beserta lampirannya;



Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh
Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon
menggunakan Formulir Model BB.1-KWK;

Surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian

dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;

Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi

dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak

menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan :

1. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau
nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana
dalam penjara dengan disertai buktinya;

2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap; dan

3. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan
bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;

Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib

menyerahkan :

1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau
nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai
buktinya;

2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal
Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resort
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang
wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal
calon yang bersangkutan;

3) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana

penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;



4) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal
Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cuti menjelang bebas; dan

S) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap;

Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai
bukti pemenuhan persyaratan calon;
Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort yang
wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal
calon yang bersangkutan;
Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari instansi yang berwenang
memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara
sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan
hutang secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon;

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

nama calon, tanda terima penyampaian = Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima)

tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan

tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan

terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;



n. Keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,
penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang
berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan
calon;

o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh
calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan
Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan
ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan
menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

g. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang
telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai
bukti pemenuhan persyaratan calon;

r. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

s. Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota,
dan/atau kecamatan;

t.  Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm
berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih
sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2
cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar
beserta softcopy;

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi

tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan

Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai

Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai

Politik yang sah.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi

tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.

Surat pernyataan dilengkapi :

a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang
berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan

diri di daerah lain;



b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil atau Kepala Desa;

c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri
Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur,
penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;

e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan
surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;

f.  surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan
berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir paling

lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan

kepada :

a. Bawaslu Kabupaten ;

b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi :

a. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang
persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir
Model B.1-KWK Parpol;

b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang
bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon
menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;

c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk
mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model
B.3-KWKParpol;

d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi,
misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK
Parpol;



10.

11.

e. dokumen administrasi persyaratan calon.

Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan,

meliputi :

a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan
Pasangan Calon Perseorangan;

b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi,
misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan
formulir Model B.3-KWK Perseorangan;

c. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;

d. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan

Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat

pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye

Pemilihan.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon,

dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital

nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.

Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon

dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.



BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar lkatan Dokter
Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat
Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:

a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika; dan

b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang
ditetapkan dengan Keputusan KPU.

2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani,
rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar
kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus lkatan Dokter
Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi
Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa
kesehatan yang terdiri atas:

a. dokter;

b. ahli psikologi; dan

c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika,

yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi

Profesi lkatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi

Indonesia.

4. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas:

a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan

b. anggota.

5. KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan :

a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan;
dan

b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada
Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan
Calon perseorangan.

6. KPU Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Rumah Sakit

Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di

daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia

dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir.
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0.

10.

11.

12.

13.

14.

KPU Kabupaten Rokann Hilir menyampaikan nama rumah sakit

pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau

Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon

perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani,

rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk

menetapkan kesimpulan yang menyatakan:

a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani;
dan

b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika,

yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan

dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada

KPU Kabupaten Rokan Hilir, sebagai pemenuhan kelengkapan

persyaratan calon.

Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat

final dan tidak dapatdilakukan pemeriksaan pembanding.

KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan penelitian persyaratan

administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7

(tujuh) hari.

Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK

dan lampirannya.

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

meliputi penelitian terhadap:

a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai

Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;

b. tanda tangan Pasangan Calon;

c. materai; dan

d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan

KPU Kabupaten Rokan Hilir ini.

Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas

sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib

menyertakan:

a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi

yang bersangkutan;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi

negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi
negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah
berganti nama; dan
legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi
Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di
wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila
perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak
beroperasi lagi.
Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung
dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
(STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh
instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan
pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat
sekolah dimaksud pernah berdiri.
Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal
Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang,
Bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti
jjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah
bersangkutan.
Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal
Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang,
dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi
lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan
pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan
kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau
pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud
pernah berdiri.
Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala
sekolah yang Dbersangkutan dan/atau instansi yang
menyelenggarakan urusan pendidikan.
Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah
internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan
dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh
pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan

urusan pendidikan.
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28.

Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat
keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah
hukum, KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan Kklarifikasi ke
Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum
tetap, KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan Kklarifikasi ke
Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa
yang bersangkutan :
a. pernah dipidana penjara; atau
b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari
masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan
pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Rokan
Hilir dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang
berwenang.
KPU Kabupaten Rokan Hilir dan instansi terkait menuangkan
hasil klarifikasi dalam berita acara.
KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan hasil verifikasi
kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan
paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan
pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum
lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak
memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan
untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling
lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU
Kabupaten Rokan Hilir.
Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon
atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi
syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas
penyalahgunaan narkotika.
Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan
tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau
bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon
yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau

Bakal Pasangan Calon baru.



29. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan

pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN

CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal
Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan
melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan
menyampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir pada masa
perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil
verifikasi diterima.

2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap
dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum
memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada
verifikasi administrasi.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat
memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain
yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan

dan/atau syarat Calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN
1. Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon
perseorangan, dilakukan dengan ketentuan :

a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2
(dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

b. dukungan yang diserahkan, dapat berupa dukungan baru
yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada
Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama
yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung
yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi
PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi
Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

c. bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau
kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk
perbaikan dukungan.

2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.



3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan
dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (tiga)
rangkap kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir.

4. KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan berkas perbaikan
dukungan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu :

a. 1 (satu) rangkap fotocopy kepada PPS melalui PPK;

b. 1 (satu) rangkap fotocopy kepada Bakal Pasangan Calon
perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU
Kabupaten Rokan Hilir dengan membubuhkan paraf dan
cap basah, untuk arsip; dan

c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir,
untuk arsip.

5. Dalam melaksanakan prosedur penerimaan pendaftaran, KPU
Kabupaten Rokan Hilir mencatat penerimaan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan
menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir
ModelTT.2-KWK).

6. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon
perseorangan, meliputi dokumen :

a. surat pernyataan dukungan yang berisi data, yang tanda
tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir
Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan

b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon
perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan
formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Yang
berisi data Rekapitulasi jumlah dukungan setiap desa atau
sebutan lain/kelurahan dan kecamatan.

7. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang
disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan
Bakal Pasangan Calon, tidak dapat di terima oleh KPU Kabupaten
Rokan Hilir dan di tuangkan dalan Berita Acara.

8. KPU Kabupaten Rokan hilir menerbitkan keputusan

berdasarkan Berita Acara sebagaimana Point 7.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi terhadap

perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah

menerima perbaikan.



. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon
yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali
mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atau
laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas
kependudukan  pelapor yang jelas, Dbukti-bukti yang
mendasari/memperkuat laporannya, dan wuraian mengenai
penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atau laporan
tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan
Hilir dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang
berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.

. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model
BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

. KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan kepada masyarakat
dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon
perseorangan.

. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan
belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal
Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi
persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan,
Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal
calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan
tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

. Dalam hal Partai Polittk atau Gabungan Partai Politik
menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten
Rokan Hilir melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai
Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan
kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan
Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai
Politik.

. KPU Kabupaten Rokan Hilir meneliti keabsahan dokumen

kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.



E. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

ix

KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi administrasi
perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh
prosedur sebagaimana dimaksud pada Bab III huruf a angka 2
sampai dengan 20.

Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon
perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya,
KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi administrasi
terhadap perbaikan dukungan.

Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon
perseorangan, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran
dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan
dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.

KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi terhadap
dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan
dengan prosedur sebagaimana dimaksud Bab III huruf b angka
26 sampai dengan 33.

Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1
(satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada
Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan
memenuhi syarat, dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan
verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal
Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal
Pasangan Calon.

Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan
menempuh prosedur Bab III huruf b angka 38 sampai dengan
41, 43 sampai dengan 50, 53 sampai dengan 54 dan angka 55
sampai dengan 59.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK
melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur
sebagaiamana dimaksud pada Bab III huruf a angka 62 sampai

dengan 68.
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Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Rokan
Hilir melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan
dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir
dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada Bab
III huruf b anggka 69 sampai dengan 75.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, KPU Kabupaten Rokan Hilir
melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan
persebaran.

Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal
Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal
dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Rokan
Hilir menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon
perseorangan memenuhi syarat.

Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal
Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal
dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Rokan
Hilir menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

tidak memenuhi syarat.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

KPU Kabupaten Rokan Hilir menetapkan hasil verifikasi
persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan
Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan
menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan
Pasangan Calon.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten Rokan
Hilir menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU
Kabupaten Rokan Hilir.

KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan hasil penetapan
Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU

Kabupaten Rokan Hilir.
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Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib
menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang
pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU
Kabupaten Rokan Hilir paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum hari pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang
mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan
keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian
sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan
suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur,
penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan
surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU
Kabupaten Rokan Hilir paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum hari pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib
menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang
pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
Calon yang tidak menyampaikan keputusan, dan tidak dapat
membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses,
dinyatakan tidak memenubhi syarat.

Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon
Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi
syarat, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengundian nomor urut
Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno

terbuka.
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Rapat pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon;

b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengajukan Pasangan Calon;

C Pasangan Calon perseorangan;

d. Tim Kampanye;

e. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;

f media massa; dan

g. tokoh masyarakat.

Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian

nomor urut.

Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat

pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor wurut dan

penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon

dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan

membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan hasil pengundian

nomor urut.

Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan

surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang

tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan

Calon yang bersangkutan.

KPU Kabupaten Rokan Hilir menyusun nomor urut dan nama

Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.

Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita

Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan

dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir.

KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan nama dan nomor

urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut

Pasangan Calon.

Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan

mengikat.
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Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan
yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :

a. mencetak surat suara;

b. keperluan kampanye; dan

c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari

pemungutan suara.

Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan
pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling
lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan
difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir

Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan
laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan
Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten
Rokan Hilir untuk mengumumkan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik
pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari
Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.

Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon
dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik
Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri,
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat
mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik
Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan
diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan
diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada
masyarakat.

Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor
urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh
KPU Kabupaten Rokan Hilir

Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri,

dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
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Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan
Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII
PENGGANTIAN CALON

Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal :
dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
berhalangan tetap; atau
c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.
berhalangan tetap meliputi keadaan :
a. meninggal dunia; atau
b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat
keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau
camat setempat.
Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas
secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter
dari rumah sakit pemerintah.
Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon, dapat
dilakukan pada tahap sebagai berikut :
a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dapat
dilakukan pada tahap sebagai berikut:
a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga

puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap
Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi
syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap.
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Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan
mengubah kedudukan:

a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau

b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.

Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik,

penggantian bakal calon, harus mendapat persetujuan

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat

pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang

diusulkan oleh Partai Politik.

Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi

syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.

Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat
mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari
sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan
tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap;

b.  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik
dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon
pengganti;

c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon
pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik tetap dinyatakan sah;

d  dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak
mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah
satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan
tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik
pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat

mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
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dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon
berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum
hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti,
salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak
berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon
berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib mengumumkan kepada

masyarakat.

Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a

dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap
atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan
gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;

calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti
paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan
berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon
pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon
perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak
dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
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d dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon
perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan)
hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon
perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah
satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan
tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan
sebagai Pasangan Calon; dan

e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon
perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib
mengumumbkan kepada masyarakat.

Dalam hal terdapat keadaan Pasangan calon berhalangan tetap
atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh
sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, KPU Kabupaten
Rokan Hilir melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari
Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan
Calon peserta Pemilihan.

KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau
Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon paling
lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau
Pasangan Calon pengganti.

KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau
Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak
diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon
pengganti.

KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan hasil verifikasi secara
tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1
(satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak
memenuhi syarat.

Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon
pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau

Pasangan Calon pengganti.



19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau

20.

Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat
tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon
lain.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau
Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan
mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua)
pasangan, KPU Kabupaten Rokan Hilir membuka kembali

pendaftaran Pasangan Calon

21. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima
imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan
Pemilihan.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk
apapun dalam proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Rokan Hilir;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima
imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon
pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti
memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan
Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon
terpilih, atau sebagai Bupati, Wakil Bupati dibatalkan.

Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang
terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
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Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian
pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan
Calon sampai dengan akhir masa jabatan Kecuali mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan
urusan dalam Negeri.

Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan

kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk

kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan

Pasangan Calon Terpilih.

Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan

tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Point 7 dan Point

8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta

Pemilihan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, apabila :

a. pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti
menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi
lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
sebelum hari pemungutan suara;

b. pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat S
(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum
hari pemungutan suara;

c. pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan
imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media
cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu
Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir.

e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan
sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan
akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang

berstatus sebagai Petahana.



f.  menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan
Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6
(enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon
sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi
Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai
Petahana; dan

g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon
yang berstatus sebagai Petahana.

Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah

nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX
TANGGAPAN MASYARAKAT

KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan daftar Bakal
Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada
masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan
kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir pada laman KPU Kabupaten
Rokan Hilir dan/atau media cetak atau media elektronik sampai
dengan masa penelitian.

Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan
dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa
yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan
Calon dengan KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang
penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana
dimaksud Point 1, diselesaikan melalui upaya administrasi di
Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu
Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana pada point 2, dapat

diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.



Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang

Pemilihan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan,
Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau
sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan
Calon perseorangan.

Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian
faktual, terbukti adanya dukungan oleh penyelenggara Negara
atau perangkat desa, dukungan dinyatakan tidak memenuhi
syarat.

Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar
sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen
persyaratan pencalonan dan syarat calon.

Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah
yang telah dilegalisir.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak
masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon
peserta Pemilihan, KPU Kabupaten Rokan Hilir dapat
memanfaatkan sarana teknologi.

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung
menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru,
KPU Kabupaten Rokan Hilir meminta pendapat, penjelasan atau
keputusan kepada Menteri.

Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan
menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang
dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan
diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan

pada saat pendaftaran.



10.

11.

12,

13.

Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara

perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan

diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia

mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

yang disampaikan pada saat pendaftaran.

Kepala Desa atau Perangkat Desa, wajib menyampaikan :

a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang
berwenang;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan
surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf
a; dan

c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana
dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang
berwenang;

kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir paling lambat 5 (lima) hari

sejak ditetapkan sebagai calon.

Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan

keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari

sejak ditetapkan sebagai calon.

Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak

benaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan

Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah

dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rokan

Hilir meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk

ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda

Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan

ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan

tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan

ketentuan yang terdapat pada BAB VII angka 12 dan 13.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya

dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon

perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan

pendaftaran, dengan ketentuan:



14.

15.

16.

17.

b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik
vang belum mendaftar mencapai paling sedikit 20% (dua
puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak
dapat diubah;

c. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik
yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20%
(dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), maka
Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat
mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau
gabungan partai politik yang berbeda; atau

d. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang
telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti
penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar
pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa
perpanjangan pendaftaran.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya
terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya
dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang
belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi
Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat
dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan
faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
angka 14, dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telag
ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya
berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK -Perseorangan.
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu)
Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan
kembali pendaftaran.
Dalam hal terdapat keadaan :
a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan
berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat

1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;



b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar,
dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu)
Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan
setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya
masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat
Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang
mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak
memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1
(satu) Pasangan Calon

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat
dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang
berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1
(satu) Pasangan Calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari
pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang
berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1
(satu) Pasangan Calon; atau

e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan
sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya
terdapat 1 (satu) Pasangan Calon,

KPU Kabupaten Rokan Hilir melanjutkan penyelenggaraan

Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

18. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan

19.

Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang
mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan,
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan
Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten Rokan Hilir, PPK, PPS, dan
masyarakat dalam menjalankan tahapan Pencalonan untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020.

Ditetapkan di :  Bagansiapiapi
Pada tinggal : 18 Oktober 2019

Ditetapkan di Bagansiapiapai
Pada tanggal 13 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN
HILIR TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

SYARAT CALON

MODELBB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MODELBB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BB.3-KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

SYARAT PENCALONAN DARI PARTAIPOLITIK

MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MODEL B.2-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B.3-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

MODEL B.4-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

| 5%

MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN



DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPAT

MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  DAN
WAKIL BUPATI

BERITA ACARAPERSEORANGAN

MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN
SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL

MODEL BA.4 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI = DAN
WAKIL BUPATI

MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI
LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN
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11.

12,

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN G BUPATI DAN  WAKIL BUPATI DI TINGKAT
KECAMATAN

LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
TINGKAT KECAMATAN

MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT
KABUPATEN

LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK
TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI.

MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI _

MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP
PERBAIKAN-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN.
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI



F. MASA PERBAIKAN

1.

BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PERBAIKAN

a

MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL
DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN
PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL

MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN REKAPITULASI
DUKUNGAN PERBAIKANBAKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUSDAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL



BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN
MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN REKAPITULASI
DUKUNGAN PERBAIKANBAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
TINGKATKABUPATEN /KOTA

k  LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL .
PASANGANCALON
2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PERBAIKAN

a

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF) SURAT
PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 18 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
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MODEL BB.1-KWK ]]

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama R O S T

b. NIK R SRS AR RS R SR SRR AR AR SRR AR A S e RS

c. Jenis kelamin i T ST Tl namenamshsnrannmasnss suimmansesemsmensrsn b

d. Pekerjaan N

e. Tempatdan tangeal f..coaamsnninaansesiss s 5ghess | e tahun
lahir/umur

f. Alamat tEmDat TIEERL. .o s s R T R R e R R R

.................................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM
1. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur®),
Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan
Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam
Pemilihan;

5. belum pernah menjabat sebagai:

a  Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang
sama;

b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil
Walikota di daerah yang sama;

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil
Cnbernur®| ... cousamenmisvinsonanius :



B. KHUSUS

Beri centang
pada kolom
ini

Uraian Status Khusus

Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis).

Terpidana karena alasan politik

Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat S5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba
atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar
narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap
anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa saya adalah:

a. mantan terpidana; dan

b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*)
dari daerah lain.

bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa
kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri
di daerah yang sama.

Telah  berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat
Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan
bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota
DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional
Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.




bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara
Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon

bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Gubernur/Wakil

Gubernur *)
MATERAI

....................................................

*)  Pilih salah satu.




[[ MODEL BB.2 -KWK ]]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNURY¥)

A. DataPribadi

‘Nama Lengi(ap

Tempat/Tanggal Lahir |
NIK

Usia

Alamat Tempat Tinggal

Emaﬂ B

Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan *)

Status Perkawinan Kawin /Belum Kawin/Pernah Kawin *)

Agama
NPWP
Hobi

Moto Hidup

B. Riwayat Pendidikan*¥)

Pendidikan Formal
| ~ Jenjang | _ Institusi - Tahun (masuk - lulus)
Pendidikan Informal
| Jenjang - Institusi Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan**)

Jabatan Institusi Tahun




D. Pengalaman Organisasi**)

l
l Jabatan Institusi Tahun

E. Publikasi**)

Judul Tahun Terbit

F. Penghargaan*®¥)

Nama Penghargaan Institusi Tahun

G. DataKeluarga

Hubungan Keluarga Nama Pekerjaan

Istri/Suami
' Jumlah Anak
 Anak

ISE BT TP s i s e S e R G e B e i

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia*) dipublikasikan oleh KPU
Provinsi.

Yang Membuat pernyataan,

Calon Gubernur/Wakil Gubernur*)

Materai




Mengetahui **¥),
DPC Partai Politik atau sebutan lain/

Gabungan DPD/DPW Partai Politik atau sebutan lain

Provinsi Riau

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Ketua Sekretaris

Ketua Sekretaris

Ketua e Sekretaris

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu.

**) dimulai dari tahun yang lebih awal.

***) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.



[ MODEL BB.3 -KWK

N

>

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)¥*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

B NAEME 3z s s e s s e s B s R e e

BB 0000 et R R G AR R R YGRS

c. Nomor Pegawai e e e o e R B B Sl b

d. Jenis kelamin R A L L U B S S e S Y s S A S a5

e. Tempat dan tanggal R e e e R S R S S S Jiie i tahun
lahir/umur

I. Alamat (emnpal HNEESl 5 s niannintin iR SR SR R s

................................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada
BUMN/BUMDI™) .. osmsmmmsisimvissessmonssuson serta akan menyampaikan
Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

............... R L § [

MATERAI

....................................................

Keterangan:
*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari

sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih salah satu.



R

SURAT PENCALONAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Riau oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan

lain?®) Partal......ccoasissiesss atau Gabungan Partai Politik*) yang

meliputi :

L. PHEURL oooivominvissmmonsioninminsess dengan perolehan kursi/suara sah *) ..........
kursi/suara*);

S Ly dengan perolehan kursi/suara sah *) ..........
kursi/suara*);

Sy POt e dengan perolehan kursi/suara sah *) .........
kursi/suara*).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak .........ccccoeuiuennnn. Kursi/Suara*)

dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Provinsi
sebanyak .......io s kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi
jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebanyak

.......................... suara sah.

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ yang didaftarkan:

1. Calon Gubernur:

.............................................................................................

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai

ketentuan Undang-Undang Nomor dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

............ SO, - . | .



DPW/DPD Partai Politik *)/ Gabungan DPW/DPD Partai
Politik *) Provinsi RIAU

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai
Ketua Sekretaris
Materai e
Lo iannivuasannmimmasininssh ) | RSN R o,
Partai
Ketua Sekretaris
Materai e
[ sscanvensnnsnsunsninsnn ) Ricisinunnrs sstninvmnarnens )
Partai
Ketua Sekretaris
Materai e
| P, Sy ) Lecsssisaninsnssnesansrisss

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.



-

MODEL B.1-KWK
PARPOL

]]

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI ....... sasasssees
BOMER § oooiicicaiiiiisirssssnisnsonisssninsnsnninsiosn
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun
2018 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi Partai
.............................................. , Dewan Pimpinan  Tingkat Pusat Partai
.......................................... , memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur :

15 Nama Calon Gubernur:

2 Nama Calon Wakil Gubernur:

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

................. T, )
Dewan Pimpinan Pusat
T e e earonoteecenaiane Rt e
Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal
Sebutan lain¥) atau sebutan lain¥*)
Materai
D R S ) L Sy e )

Keterangan :
*) Pilih salah satu.



PARPOL

=
[ MODEL B.2-KWK

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Partai

.................................... atau Gabungan Partai Politik*)

PYRVIRIRL. i s moii s et 55 yang meliputi:

1. =Y o - § AR OOR ;dan
PAEIAL  .ooiiiiinriiinnimsmsisesssvssisnon ssonsmsssnmrssansbersoiusnssinbstaine s skabossstes sesnssesss singissssvat ;dan

£ L2 ol :
menyatakan

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernuryang telah diusulkan,

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama:

1. Calon Gubernur:

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

................. WO | I

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
ProvinsifKabupatenJRota®) ............ovmoicnmii s sissssvnsives

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Ketua Sekretaris

Materai e




Ketua Sekretaris
Materai
fosssssconsnsanssscaccennse ) lsesves chsieRsERsE R R )
Partai
Ketua Sekretaris
Materai
{ssiceisinacisviranins ses) et retas s seserates )

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu.

2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik.



(
MODEL B.3-KWK ]]

PARPOL

PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK¥)
DENGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

Re: BEETRR, <. i 600 00 PR SN SR TR o T £ R R Y T B TS T i s g s b s o g

A 2T R S OO SO SO SO ; dan
B L el e e R e T T S e L R

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Calon Gubernur:

2. Nama Calon Wakil Gubernur:

.......................................................................................................................

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur RIAU sesuai ketentuan Undang-Undang dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
................. josessernamsssmanssossusiunns

DPW/DPD Partai Politik *)/ Gabungan DPW/DPD Partai
Politik *) ProvinsiRIAU

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
Materai Ketua Sekretaris
L osiisennsnnneisssneavans )  S— T —— )
Partai

................................................................

Ketua
Materai

Sekretaris




Ketua Sekretaris

Materai

Pasangan Calon

CalonGubernur Calon WakilGubernur

( -------------------------------------------- ’ (-.-oco-o-cooo!ooooooo-o-o-ccooocoooo‘lol-a.oocl)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.



PARPOL

MODEL B.4-KWK ]]

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNURDENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat

Provinsi, Parfail oo caiivatie. o atau Gabungan Partai Politik*)
BEOVIDS ovivo o veimsd aeprss srssian e yang meliputi:

1 T LY L g e e oy A L e e W A :

2 PATTRL o reentunenimamsinn emmaiiswaim s niivirs i melon s o momiai el e S miom e Sty ST s A el S o o ;dan

3 PATTAL e st s i g e e s L S s

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil GubernurRiau,telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

.......... S I e T

DPW/DPD *)/ Gabungan DPW/DPD Partai Politik *)
Provinsi Riau

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Materai e




Partai
Ketua Sekretaris
Materai
[ e e e acesstora ) fosisasesenssnsinsanesnaban )
Partai
Ketua Sekretaris
Materai

[ecssenesaciassciacasicsaes ) {siscaicasiisassissonsiones )

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.



MODEL B-KWK

PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,
bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Nama Calon Bupati :

mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hilir dengan jumlah pendukung ........................ OFANE [oeecivesss %)
dari jumlah pemilih, yang tersebar di ............ (i %) Kecamatan*) sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian
dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Rokan Hilir serta
dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi
PemilihanUmum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

............ T TR, )

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Materai

Keterangan :

*) Pilih salah satu.



MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) : Rokan Hilir
Kecamatan . Provinsi : Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya:

Nama

NIK

JenisKelamin

Alamat

RT/RW

Tempat Lahir

Tanggal Lahir :

Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/PernahKawin*)

o5 NPV e D =

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hilir Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati:

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat
Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya
mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan
secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

..................... EE— . . SO

Yang Membuat Pernyataan,

Keterangan :
*) Pilih salah satu.



MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

(KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) : Rokan Hilir
Kecamatan : Provinsi : Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:




dan

seterusnya....

i




3

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Rokan Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan
ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami
bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :
*) Pilih salah satu.



MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Riau Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati:

....................................................................................................................

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak ...................... orang;
Jumlah Jumlah Kecamatan sebanyak .........cccccccceuunnnennnne. Kecamatan;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU

Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 33.820 orang dan dan tersebar di 10

Kecamatan;

4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan ............. orang
e h):

5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di ................
Kabupaten/Kota atau setara dengan (......... %)

No

1
T T e 1 [5 nmmietl S ] acnrememaaensennied orang
- n R L B orahg
3. A8t TR TR
o - A 1:wan TR TTRA e — orang
e | 20 ceeiiiiiiiiins | e orang
o Bodst. iz [ orang




S S

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Materai |o...eeeeeueueunenenenaenennnns ) fonsiassanmasssssissmsemnsmnssmnoss )

Keterangan :
*) Pilih salah satu.



MODEL B.3-KWK
PERSEORANGAN

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati:

........................................................................................................................

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon
Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 telah

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

............... PRSIl | )
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Materai
T T, ) R T —— )
Keterangan:

*) Pilih salah satu.



MODEL BA.1-KWK
PERSEORANGAN

]]

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN
SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu
...................... bertempat di ................ , KPU Provinsi Riau telah melakukan
verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun
2018, atas nama:

1. Calon Gubernur:

.....................................................................................................................

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan,;

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran
dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

l1.Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-
KWK Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di .......eomivs %
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau atau sebanyak ..........................
Kabupaten/Kota serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi
Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari
Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ......... pendukung, *), serta
dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal
dukungan.

3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-
KWK Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di .................... %
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau atau sebanyak ............ccocovenenne.
Kabupaten/Kota.



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
3. 1 (satu) rangkapuntuk arsip KPU Provinsi.

KPU PROVINSI RIAU

NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
1. | Ketua :
2. Anggota o ]
3. - Anggota B
4. ~ Anggota 7
| 5. : Anggota

*)  Pilih salah satu;



MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAMPEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu
...................... bertempat di ................ , KPU Provinsi Riau telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti
pernyatan dukungan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
Tahun 2018, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan, KPU Provinsi
Kota melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis
kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir
Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau
surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan
sipil;

verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

g1 &

verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung dan/atau status perkawinan.



Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan tersebut di
atas sebagai berikut :

TABEL

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

i

Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan.
Calon Perseorangan

2

EWE

SR 1

4

Model B.1-KWK Perseorangan).

Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan
NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera
dalam surat pernyataan dukungan (Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara

nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.

Pendukung yang dicoret karena alamat yang
tertera pada identitas kependudukan pendukung
' yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah
: pemilihan.

Pei{dukung yang dicoret karena tidak ditemukan
identitas sebagai
lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir

fotokopi kependudukan

B3

' Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak

7Pendukufi}g yang dinyatakan Memenuhi Syarat

(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))

_Pendukung yang dicoret karena alamat yang
tertera pada identitas kependudukan pendukung
yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah
administrasi PPS.

memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat
'~ usia.

Berdasarkan  Hasil Verifikasi (Nomor 1

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan

verifikasi:

|8
2

kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*).



3
Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calonperseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu
Kabupaten/Kota

3. 1(satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi

KPU PROVINSI RIAU

NO NAMA ' JABATAN | TANDA TANGAN
1. | _ Ketua R
T "_Anggota
(3. Anggota 1
4. Anggota B
| 5. ) Anggota ]

Keterangan :

*) Pilih salah satu.



AT
MODEL BA.3-KWK

PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK
POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

B OIDY oo v bertempat Al oo , KPU Provinsi Riau
telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018,
atas nama :

1. Calon Gubernur Riau :

............................................................................................................

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4),
KPU Provinsi melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara
formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap
pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk
potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan
calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung
sehanyak ...u. Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau
DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar
pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung
yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU

Provinsi.



Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.
KPU PROVINSI RIAU
NO ~ NAMA JABATAN | TANDA TANGAN |
1. B 7 Ketua |
|2 Anggota
| 3. o Anggota
4, | Anggota
5. “ Anggota
Keterangan :

*)  Pilih salah satu;



MODEL BA.3.1-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini .............. tanggal oo bulan, e Tahun
dua w15 1 & [ bertempat di.......ocoeevininnn.... , Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau telah melakukan
penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan
Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Riau atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

................................................................................................................

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum
dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

1 .Jﬁmléh Pehalikling yang éfétus kependudukannya

benar.

2 Jumlah Pendukung yang status kependudukannya
tidak benar.

Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan

Wl

status kependudukannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan
masing- masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau.



Berita Acara ini disampaikan kepada :
1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi; dan

2. 1 (satu) rangkap untu karsip.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Riau

Keterangan :

*) Pilih salah satu.



MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN

]}

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada Bari 10 ..o tangeal oo bulan ... Tahun
daog 1l  sossassses bertetapat e s, , KPU
Provinsi Riau telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap
dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil
Gubernur Riau atas nama:

1. Calon Gubernur:

...................................................................................................

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan
Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1
(satu) Pasangan Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang
dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita
Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No

1 Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK
Perseorangan.

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali
kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan
tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.




3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1
(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan
mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status
dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan

memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda
yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melaluiPPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. I(satu) rangkap disampaikan kepada KPUKabupaten/Kota;
KPU PROVINSI RIAU
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
2. Anggota
Keterangan :

*) Plih salah satu.




MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hariini .............. tanggal ................ BUAR. .o tahun dua ribu
...................... bertempat di .................. Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah
melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian
dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

.....................................................................................................................

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon
Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal
pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak
dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran
dukungan;

c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir
verifikasi faktual;

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.



Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota*) sebagai berikut :

TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL
A. Hasil

' NO KRITERIA

1 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1
(satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.

2 | Fen?iﬁkung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta :
| membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir I
Model BA.5-KWK Perseorangan. ‘

3 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak |

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1
KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia
membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda

tangan atau cap jempol.

4 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan |
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK

| Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada

' salah satu bakal pasangan calon perseorangan.

5  Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan

' yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan
mendukung.

6 Pér_umung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan |
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon |
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan |
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model
BA.5-KWK Perseorangan.

7 Penﬁukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.

8 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1
KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
' Perseorangan.

9 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,




| serta Kepala Desa,

10 Pendukung_BEkal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung
serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.

11 | Pendukung Bakal Péséngan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
vang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-
KWK Perseorangan.

12 | Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13 | -F_‘éndukung yang menygtakén tidak benar mendukung lebih dari 1
(satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.

14 *P’endukungii?}akal Pasangan Calon _!;éx:seai‘angan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.

B. Data kehadiranPendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........ orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ...... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon
dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian
faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu
dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan
pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA
A. Hasil

NO KRITERIA

1 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1
(satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.

2  Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir
Model BA.5-KWK Perseorangan.

3 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1
KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia
membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda




téngr;m atau cap jempol.

4 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan 3
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon |
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK |

| Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada
 salah satu bakal pasangan calon perseorangan.

5 | ﬁendukﬁng Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan |
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan ‘
mendukung.

6 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak .
mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model |
BA.5-KWK Perseorangan.

7 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.

8 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1
KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.

9 rl-’endukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,

serta Kepala Desa.

10 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung
serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.

11 E:ndukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-
KWK Perseorangan.

12 Pen'dﬁkung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13 | Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1
(satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.

14 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan




tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 | Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama.

B. Data kehadiranPendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........ orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ...... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk
dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual
lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL III
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA
A. Hasil

NO KRITERIA

§
|

1 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1
(satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.

2 Pendukfn"g' Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta |

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir
Model BA.5-KWK Perseorangan.

3 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak |
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 |
KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia;
membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda
tangan atau cap jempol. .

4 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan |
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon |
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK |
Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada
salah satu bakal pasangan calon perseorangan. !

5 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan |
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon |
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan |
vang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan |
mendukung.

, : |
6 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan |

dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon |
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan |
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak ‘
mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model |
BA.5-KWK Perseorangan.

7 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.




8 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1
KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.

9 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,
serta Kepala Desa.

10 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung
serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.

11 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-
KWK Perseorangan.

12 | Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13 | Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1
(satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.

14 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 | Pendukungmﬁakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari
daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas
waktu terakhir masa verfifikiasi faktual.

16 | Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua.

B. Data kehadiranPendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........ orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ...... orang.



Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I,
Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel IV
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian MS TMS
Jumlah keseluruhan hasil Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel I TMS + Tabel II TMS +
penelitian faktual Tabel III MS Tabel III TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
bakal pasangan calon perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

S. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PR o R e
'NO | NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 Ketua
, Anggota i ]
i - _ Anggota |

Keterangan :
*) Pilih salah satu.



LAMPIRAN MODEL BA.5-
KWK PERSEORANGAN

J

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama TP SO WY o S e X RS S
b. Nomor KTP/NIK N I B R s
c. Alamat R T W Sy S - p——
d. TTL/Umur S R T R AR SRS AR fas e tahun
e. Jenis Kelamin e LT ORI . 1N Y NS Sy v

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah
mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018
atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

dan bersedia/tidak bersedia“) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada

Surat Pernyataan ini.

............. RN, . . |,

Yang membuat pernyataan

Keterangan:

*) Pilih salah satu.




MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN

J

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hati I .m0 7= inr - | SRR U 5 s Tahun dua ribu
...................... bertempat di .........coceieeiiiiieeee.,, PPK L. telah
melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berdasarkan hasil
penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Gubernur:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorengan i tingkat kecamfitan, PPK oiiinsesmsmeann telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh
PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan
bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2**):

D PPK menerima dan melakukan pembetulan.

C] Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.6 KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan
oleh PPS, sebagai berikut:
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TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1| | Beshmiisai e e e e L e orang
!
1 | et s I | s orang I
|
‘ eidst.cnaan, I i orang
\

Demikia_n Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :
b, 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calonperseorangan;
1 (satu) rangkap untuk KPUKabupaten/Kota;

2
3. 1 (satu) rangkap untuk PanwasKecamatan;
4 1 (satu) rangkap untuk arsipPPK.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

| o] o] ] 0| =
1
&
5

Keterangan :
) Pilih salah satu.
**)  Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



Lampiran MODEL
BA.6-KWK
PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 di Kecamatan .................ccccooeveeeueeennnn...
Kabupaten [ Kota S} . o ansm i s s et Provinsi Riau telah terjadi/tidak terjadi *)
kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim

Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.............................................................................................................................................

BAKAL PASANGAN CALON/TIM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BAKAL PASANGAN CALON %) ot

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan
dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dan Ketua PPK.



MODEL BA.7-KWK

PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini .............. tanggal ................ 51011 R — Tahun dua ribu
...................... bertempat di e T L S KPU Kabupaten/Kota
........................ telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan
calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berdasarkan
hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan

calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU
Kabupaten/Kota*) ..........c.cccevvneenenn.n. telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal
pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2**):
C]KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukanpembetulan.

DTidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau
Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *)
mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.7-KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
oleh PPK, sebagai berikut :



HVINAC

18 '0dA

e < b

e < b |

B e b I

e b

e C b

(z'oN - (e'oN+1"ON))

"ej03{ /uajednqey] jeydun

uedunynp isenjideyox [iseqy uedueioasiog
uojes ueduesed [ejeg Sunynpuad yepunp
210y /uarednqey] 4131/ Nd3 Y=o ueniaquiad
uesnye[Ip UBP UBJRI(IY BAUBDE BUAIEY jBIRAS

ynuawaw uep yequejp Sued uedueloasiog

‘ejoy /uajednqey 41/ NdM Y10 ueniaquiad
uenye[lp UBp UBJBIS(IY BAUBPE BUIIEY JRIBAS

INUaWaW Yepr} uep 3a1001p Suek ueduelossiag |

uoredo ueduesed [eyeg Sunynpuad yerwnp

ndeosng

SINL 1Bueinsip nprad yepn Inulagnn ey uep
Inuisgnn ueyliuad }nNjun snsnyy : uelele)
‘UB)BUWEI

denes wep ‘(ndeoyng SWL) pdeoynpsiq |
| ueduap ISBUIPI0O03 [1sey ueyIBSEpPIaq
jeredg Iynuawsl Nepr], uexejeAurp Suek |

| uedunynp uedusp Bueinyp uedueIossiag MMM

-9'VH [PPO JInuuioy  exdue | [2qe], uwrerep
wnjuedla) BUBWILIR(IS UBIBWEIIY jexdun
ip uedunynp 1semnydesalr [ISey uediesepiaq
dued uedurIoasIo]

jeieds ynuawauwt

uoreo ueduesed
NVIVAN

n ...................... D T T T T T P TR T TR Ty

VLOM/NALVANEVH LVHONIL Id NVONVIOASAAd NO'TVO NVONVSVd TVvIVE NVONNMNA ISVINLIdVIAE ONA'1d LVdVA TISVH

I T39dVv.L

[exeg Sunynpuad yejwunp

Rl



TABEL II

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

18

Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,

2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan

3.

sebanyalt. i pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa
perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan
sebanyalc ..o pendukung.

Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.

4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa

perbaikan sebanyak ................... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai

dokumen untuk melakukan pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota;dan
1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur.

KPU Babupsteol] BOtR®) i sinsmistiniiiissasmsmsniarnsin

NO

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

o

Ketua

Anggota

Anggota - |

Anggota

g o=l w0 B

Anggota |

Keterangan :

%)

**)

Pilih salahsatu.

Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yangsesuai.



Lampiran MODEL
BA.7-KWK
PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA *¥)

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
pemilihanGubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Kabupaten/Kota*)
................................................. Provinsi Riau telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus

dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan

Calon Perseorangan *) :

.............................................................................................................................................

............... Y W
BAKAL PASANGAN CALON/TIM KOMISI PEMILIHAN UMUM
*
BAKAL PASANGAN CALON *) e
KETUA

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila
terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten /Kota.



PERSEORANGAN

[ MODEL BA.8-KWK J]

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini .............. tanggal ..o bulan oo Tahun dua
g |t SRR S bertempat di .......ccooeiiiiiiniann.. , KPU Provinsi Riau
telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berdasarkan
hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota*) terhadap dokumen
dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU
Provinsi Riau telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat
Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU
Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*)
keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu
Provinsi.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada
angka2**):

DKPU Provinsi menerima dan melakukanpembetulan.
C]Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon

atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat
Provinsi.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran
Formulir Model BA.8-KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
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TABEL II

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

oo R s orang
L e orang
SR ] T | smesmsaoasssas orang

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimumdukungan,
. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan

sebanyak ................. pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa
perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan
sehanyslk ..o pendukung.

. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa

perbaikan sebanyak ................... kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;dan

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU PROVINSI RIAU

NO | NAMA JABATAN = TANDA TANGAN

1. ~ Ketua :
1 B Anggota 7

. 7 ) Anggota ‘ 7

4. Anggota
5. - T An:ggota -

Keterangan :

*)

**)

Pilih salahsatu.

Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



Lampiran MODEL
BA.8-KWK
PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

DI TINGKAT PROVINSI

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus

dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/ Tim Bakal Pasangan

Calon Perseorangan *) :

BAKAL PASANGAN CALON/TIM KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAKAL PASANGAN CALON ¥) PROVINSI RIAU

KETUA

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat
keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Provinsi.



MODEL BA.1-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

,

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DANWAKIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

Pada hari il .o tangpnl .. bulan ............... Tahun dua ribu
...................... bertempat di ................ , KPU Provinsi Riau telah melakukan
verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, atas
nama:

1. Bakal CalonGubernur:

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran
yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan.

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran
yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan
Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat KPU Provinsi jumlah kekurangan dukungan
sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK
Perseorangan*) sebanyak ............... pendukung dan tersebar di
................. kecamatan/kabupaten/kota*).

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan
sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :



1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-
KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ....... orang dan tersebar di

.................... % Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi Riau atau
SehEnYak . uosanveriian Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta
dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah
kekurangan dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari
Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ......... pendukung,*),
serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah
kekurangan dan sebaran dukungan.

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam softcopy formulir Model
B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ....... orang dan tersebar di
.................... % Kabupaten/Kota/Kecamatan*) di Provinsi Riau  atau
Behanyak. ... Kabupaten/Kota/Kecamatan®).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau PanwasluKabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU PROVINSI RIAU

NO | | NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. | o B Ketua

. Anggota .
EN Anggota _ B
4, ) h Anggota
| 5. Anggota }
Keterangan :

*)  Pilih salah satu;



[[ MODEL BA.2-KWK

PERSEORANGAN PERBAIKAN

J

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN
2018

Pada hari it «.co.oemsnee Aol e bulan ............... Tahun dua ribu
...................... bertempat di ................, KPU Provinsi Riau telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan
bukti pernyatan dukungan perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Riau Tahun 2018 atas nama :

1. Calon Gubernur:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan
perbaikan, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis
kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir
Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil;

verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;

verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

U

verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung dan/atau status perkawinan.



Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan perbaikan
tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
PERBAIKAN

Perseorangan

2 Pendukuhg yang dicoret karena nama, alamat dan NIK
pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat
pernyataan  dukungan  (Formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan |
fotokopi identitas kependudukan.

3 Pendukung”j;ang dicoret karena alamat yang tertera pada
identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan
tidak sesuai dengan daerah pemilihan.

4 Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi

identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan |
| dukungan (Formulir Model B.1-KWK
PerseoranganPerbaikan).

5 Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada
| identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan
tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.

6 Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi
syarat karena tidak memenuhi syarat usia.

~J

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan
Hasil Verifikasi (Nomor 1- (No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan
verifikasi:
1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4;dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;



3

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU PROVINSI RIAU

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. Ketua

a 7A7nggota ]

3. Anggota ]

4. _ —‘iﬁ—ggota |
5 - Anggota ]

Keterangan :

*) Pilih salah satu.
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MODEL BA.3-KWK

PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

Pada hari ini ... Al e |5 111 PSR Tahun dua ribu
...................... bertempat di ................ , KPU Provinsi Riau telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan
calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar
Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Riau, atas nama:

1. Calon Gubernur:

.....................................................................................................................

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian
antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih
tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial
pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan
pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung
sebanyvak ... orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4
sebagaimana daftar terlampir.Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut
dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil.Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau
DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.



Berita Acara ini disampaikan kepada :

-

. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

b

1 (satu) rangkap untuk PPK;

g

1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
S. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.
KPU PROVINSI RIAU
' NO - NAMA ’ JABATAN = TANDA TANGAN
il A _ | Ketua |
2 : Anggota
3 Anggota ]
4. | Anggota B
S _ Anggota
Keterangan :

*)  Pilih salahsatu;



MODEL BA.3.1-KWK
PERSEO

RANGAN PERBAIKAN

W)

BERITA ACARA

HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Calon Gubernur:

Tahun dua ribu

...................... bertempat di........................, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Riau telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang
dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas
nama :

..................................................................................................................

.....................................................................................................................

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum

dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

J urnlah

kependudukannyabenar.

yang

status

Jumlah Pendukung Perbaikan yang status
kependudukannya tidakbenar.

Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat
dinyatakan statuskependudukannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing

Provinsi/Kabupaten /Kota *) .....ccoouiiiiiiiiiiiiiieceee e

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*);dan

1 (satu) rangkap untukarsip.

rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Riau

Keterangan :
*) Pilih salah satu.



MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

Pada hari inl e tangeal ..o 215117 3 RE——— Tahun dua ribu
...................... bertempat di........................, KPU Provinsi Riau telah
melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama :

1. Calon Gubernur:

....................................................................................................................

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK
Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL 1
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No |

1 Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK
Perseorangan.

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali
kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan |
tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.




3

4

masing-masing rangkap ditandatangani

Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1
(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan
mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status
dukungannya oleh PPS.

ﬁPendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan |

memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda
yvang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan

Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1
1

ol

(satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
(satu) rangkap untuk arsip;dan

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

disampaikan kepada KPU/KIPKabupaten/Kota*);

KPU PROVINSI RIAU

oleh Ketua dan anggota KPU

1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;

1 (satu) rangkap

NAMA * JABATAN

TANDA TANGAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Keterangan :

*) Plih salah satu.



PERSEORANGAN PERBAIKAN

[ MODEL BA.5-KWK ]]

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNURDAN
WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

OLEH PANITIA PEMUNGUTANSUARA

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... tahun dua ribu
...................... bertempat di .................. Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah
melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil
penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama:

1. Calon Gubernur:

..................................................................................................................

.....................................................................................................................

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan
Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan?*)
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan
meneliti kebenaran dukungan perbaikan;

b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada
waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf
a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verfikasi
faktual,

c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan sebanyak....
dukungan.

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.



Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL
A. Hasil

NO KRITERIA

1 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu)
Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.

2 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan
dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda |
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK |
Perseorangan Perbaikan.

3 Péndukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan |
Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia
membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda
tangan atau cap jempol.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana |
tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan
Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu |
Pasangan Calon perseorangan.

s

5 | Pendukung Paisangan Calon Perseorangan yang memberikan |
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan

mendukung.

6 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan |
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak

mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model
BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.

7 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan
dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan Perbaikan.

co

| Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan
Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak
bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada
Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.

9 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak
memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,




serta Kepala Desa,

10 Penrdukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan
Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia
mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.

11 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
| dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-

KWK Perseorangan Perbaikan.

12 | Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13 | Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1
(satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.

14 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 | Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Pertama

B. Data kehadiranPendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........ orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk
dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual
lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA
A. Hasil

NO KRITERIA

1 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung .l (satu)
Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.

2 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan |
dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda |
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan Perbaikan.

3 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan
Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia |

membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom




tanda tangan atau‘cép jempol.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan
Tabel T angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu
Pasangan Calon perseorangan.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon

perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan |
yvang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan j
mendukung.

| Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan

dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yvang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model
BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.

Pendukung Pasangan Calon Pcrs—eorangan yang tidak menyatakan
dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan Perbaikan.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan
Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak
bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada
Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak
memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,
serta Kepala Desa.

10

11

[ 12

' Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia

T7F’7éndukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan

| Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih

| Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan

mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.

dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yvang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-
KWK Perseorangan Perbaikan.

dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

(satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.

14

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan




tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar
dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu
terakhir masa verifikasi faktual.

16 | Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan

B. Data kehadiranPendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........ orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ...... orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I,
Tabel 11, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel III
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL
Uraian MS TMS
Jumlah keseluruhan hasil Tabel I MS + Tabel II MS Tabel I TMS + Tabel II TMS

penelitian faktual

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
Pasangan Calon perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

S. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

IS osssimnisscnassnetnirsisbibleFeeRIRtsEiRE e
NO ~ NAMA  JABATAN TANDA TANGAN
1. - } ~ Ketua
2. | ] Anggota '7 - !
3. Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu.



LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

]]

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama R T T ey e F
b. Nomor KTP/NIK T T ok o e s A A A A S B S R
c. Alamat N iRt st s e S e s R SR TR S e e e T e i
d. TTL/Umur D A R e e e P o o R RGP R S L easamsveunsi tahun
e. JenisKelamin e R s S R SRS A b B S N S ST S SRR R R

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah
mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, atas
nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

.....................................................................................................................

Dan bersedia/tidak bersedia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada

Surat Pernyataan ini.

............. ISP . | [N

Yang membuat pernyataan

Keterangan:

*) Pilih salah satu.




MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
DI TINGKAT KECAMATAN

Pada Bari 101 .....ccesss tangeal .o BOR <oz Tahun dua ribu
...................... bertempat di .........ccceocvevineneee..,, PPK ........................ telah
melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berdasarkan hasil
penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Gubernur:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ................cc.coo..... telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh
PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan
dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka2**):
[:]PPK menerima dan melakukan pembetulan.

(Jridak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.6 KWK —Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah
dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :
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TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

|
: O e e orang
|
e T orang
S dst i on | it e orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

11 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calonperseorangan;

2 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIPKabupaten /Kota;

3. 1 (satu) rangkap untuk PanwasKecamatan;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsipPPK.

PPK. --------------- sssssssen Sssssssssssssssenee

- NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
'8, Ketua
(2 Anggota
| 3. Anggota

4. Anggota
| 5. Anggota

Keterangan :
*) Pilih salahsatu.

**)  Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 di Kecamatan
........................................ Kabuipaten/Kota®) :.cocnimminnnaninsnaanss Provinsi Riau
telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal

Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

BAKAL PASANGAN CALON/TIM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

BAKAL PASANGAN CALON *) KETUA

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan
dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dan Ketua PPK.



MODEL BA.7-KWK

PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hati mi ... tanEeal ..o BB oo Tahun dua ribu
...................... bertempat di  ................cceeeeeee..., KPU Kabupaten/Kota
........................ telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
tahun 2018 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK

terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten/Kota,
KPU Kabupaten /Kota®] ...cicsioinssimssssiins telah melakukan kegiatan sebagai
berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK
dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan
Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2**):
DKPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

D’l‘idak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *)
mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.7-KWK —-Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :



TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PE

--------------------------------- sssssssssssssssssssssssanns

NO

URAIAN

Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan vang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana
tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model
BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi
dengan dukungan yang dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi
ke Disdukcapil dari setiap kecamatan.

Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS
Dukcapil

Jumlah pendukung pasangan calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Jumlah pendukung perbaikan pasangan
calon Perseorangan hasil rekapitulasi
dukungan tingkat Kabupaten/Kota.
((No.1+No.3) -No.2)




TABEL II

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Dengan demikian, jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

TABEL III**¥)
JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT

No = =

1 Pendukung yang Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil|
Rekapitulasi Dukungan Paslon
Perseorangan

2 Pendukung yang Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan
Perbaikan Paslon Perseorangan

3 Pendukung yang Memenuhi
Syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan
pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk PanwasluKabupaten/Kota;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota;dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.
KPU Eabupaten/Kota®) ......cccsuassesisioassisssssssavsisisasssassss
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1- Ketua
2 Anggota
3: Anggota
4. Anggota
2. Anggota
Keterangan :

*) Pilih salahsatu.

**)  Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yangsesuai.
***) Diisi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota



LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA *)

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 Kabupaten/Kota ¥*)
.............................................. Provinsi Riau telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus

dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan

Calon Perseorangan *):

BAKAL PASANGAN CALON/TIM KOMISI PEMILIHAN UMUM
BAKAL PASANGAN CALON *) KABUPATEN/KOTA *)

---------------------------------------------

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila
terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon
Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.



MODEL BA.8-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu

...................... bertempat di ............................, KPU Provinsi Riau telah
melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon
Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berdasarkan
hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU terhadap dokumen dukungan Pasangan
calon Perseorangan atas nama:

1. CalonGubernur :

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Provinsi, KPU
Provinsi Riau telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan tingkat
Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU
Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasilrekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*)
keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/BawasluProvinsi.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2**):
DKPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukanpembetulan.

DTidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *)
mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.8-KWK —-PerseoranganPerbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh
Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
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TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

L et ;L RN orang
Dicsicvsmmvesssmsasmss Ul ensesasssessseaiatiieis orang
eodsbcaiaani s D smneicimnaiiiiee orang

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada
BA.8-KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan
bahwa memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat*) jumlah minimal dukungan dan
sebaran yaitu sebanyak ................. pendukung, yang tersebar di ............
kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIPAceh.

KPU PROVINSI RIAU
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
S. Anggota
Keterangan :

*)  Pilih salahsatu.

**)  Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus

dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/ Tim Bakal Pasangan

Calon Perseorangan *) :

............... e R .. | € LT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
BAKAL PASANGAN CALON/TIM PROVINSIRIAU
BAKAL PASANGAN CALON *) KETUA

Keterangan :
*)  Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat
keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon
Perseorangan dan Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh.



MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR RIAU

Bahwa pada hari .............. tanggal ......... 3 T 7] (LET 5
telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, atas nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur :

2, Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana terlampir.

YangMenyerahkan, . __ YangMenerima,
’ CAP
{emsuorr e SR a s e ) s U )
Nama lengkap dantandatangan Nama lengkap dan tandatangan

Keterangan:
*) pilih salah satu
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[{ MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bahwa pada hari .............. tanggal ......... bulan...c..o.. tahun
............................ , telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur:

.........................................................................................................................

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana terlampir.

YangMenyerahkan, ___ YangMenerima,
cAP
} A s ) R )
Nama lengkap dantandatangan Nama lengkap dan tandatangan

Keterangan:
*)pilih salah satu
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MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR RIAU

TAHUN 2018
Pada hari ini .............. tangal ........coomi DBIER v Tahun
dian TibM, sosvemmsmimns pertempat di....coommmirmennas , KPU Provinsi

Riau telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama :

1. CalonGubernur:

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan
dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

KPU Provinsi Riau

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN |
I Ketua n
2. | Anggota -
3. | Anggota
4. | Anggota 1

S. _ Anggota

Keterangan :

*) pilih salah satu



Qmwc«towwho& ME m. m_ _uﬁcE

ueyeqniad 1mpelisy ey ure[ep mxmnﬁmxmcu Tensas
Anod  reyed uesninduadoy Juejua) sgasmum z

fodred-3m +'d 1°POIN

LVIVAS
THANIWAN LVAVAS vav _ _
. AVALL IHONEWEW | ¥valL | vav NEWNMOd SINAC ON
LA NAWNYNOA NVHVSEVAY NVa NVAVIONITIH NVILITINGd TISVH i

NVNOTVONAd LYIVAS 'V

: INLI9q 1edeqos

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

JInuIaqNY) Uo[e) [exeyq BwWeN

: SEJENENY JnuIaqny) [I3em
uep nuiaqnn ueyqruad weep uored uejereisiod uep ueuoreouad uejeredsiod uswNIop ISENSIUTWpPE Uejeredsiod uenipuad [ISeH

8102 NNHV.L NVRI dNNATIND TIMVM NVA ANNJTIND NVHITINId NVIVANOTVO NVILVAVASAHd
NVAd NVNOTVONAd NVIVIAVASAAd NIINNMOd ISVILSININAY NVILVIVASYAd NVILITINId VIVOV VIIIEE NVIIdINVT

N

MMM-dH'VE THAON
NVAIdINVT




Suek mmmmuoh uejue ye[epe uofed [exeq ey wereq 6
syeue depeyto) [ensses uejeyeloy |
neje eqodJteu Jepueq euepidis] uejuBW  Ueynq uep
uereyepuad [empel wnjeqas unye) (ewr)) ¢ yedurs Jured
eAueuepid esew ruepefusw resses yep) sued euepidia],
ueBjuBN Ue[Epe UOo[R) [exeq [ey uwe[ep ‘dejs) wniny
ueyenyayIaq  yerel 3uelk ﬁm:v.mmcvm uesnind ueules ']
ereluad urerep euepid uerelusw yepn i
eueprdial reusduawr cm.mwxmﬁvx Lep ueduelalay jeins o
! dejay wnyny
uejenyayiaq ye@l Sued uenpelduad uesnind ueules ‘q

[BUOISBU NEjR [e3o] Jeqey jeins eped inlnf uep eyngis)
ereoss yiqnd epeday uedeynwodusw UeR) IPNg ‘B
exefuad wrerep euepid ueelfusaw
Jyepn mcm\m mnwu&.ﬂo« smejs uedusp uore) [exed 1deg L
snijod uesee neje (sma] pdno)
uedun ueedess] euarey ereluad euepidip yeulad uek uored
rexeq 18eq ‘uesnind uesyyniefusw JueA 1edou uepedusd

(x31m110d uep dejo) wnyny uejyenyay yooredwowr yep) Jued
uesely/uedury ueipeduad uesnind uesreseptaq yniod uesere neje (s1a)
ueed[eay| B - - pdino) ueduu ueed[eay| eUIIEY euepidip ueguelaley jeIng ‘9

uoreo [e83un yedwoy pndiow eAuwrnsny
yederm  Sued we8ou  uenpeduad wep deje) wnyny
uelenyasIaq yere) Sued ueppeduad uesnind uexresepiaq
mcm?&ﬁ redeqos  yeusad epny  ueduelaley  jeing ‘G
- ~ejoy[ /uajednqey] semued
Isuraold nisemeqg ‘nisemeqg ‘ejoy/usjednqey] dpi/NdM
Yooy  dpi/isuaold NdM ‘NdM  ©1083uy  yerepe uored
Sﬁwnm wﬁmnokﬁun_ Hmn.m_.mm wep uenuaytaquiad uesninday &

exnoyleu ueeundyereiuad seqaq

eles [ueyol uep fuewsel uenduwewoy ueguesa)ay jeing e
- e - - MMM ZdaPPON | T
R - — UM UBE PPN T
LVIAVAS I o
THONAWAN LVAVAS
MVALL THANIWIN vav dvdailL vav
, NIWNIO0a
. i@¥ | NVHVSSVAM NVA NVAVHONGTEM NVILITANG TISVH  NAWOYOQ SINGP TR e

ANNYHEND NOTVO "1
NOTVOLVIVAS ‘9



- oyefled
qifem 1eSeqas Jeyepta)l ueinyduesiaq 3ueA uofed jedwo)
Neled ueuede[ad Iojuey ys[o uestenayip dued uswnio(
‘ . - ~ uopeod [e33un
redwoy nndriow eAuwnsny yederm 3ues 133un ueppeduad
neje eferu uenpeduad wep deje; wnyny  uejenyoay
reAundwow yer2) Sued uepeduad uesnind uesresepiaq
yired  uesejeAurp  Suepes  yeprl  uedUBILGY  jBING

bl

el

1sdnioy] uesejuBRIaqUIdJ ISTWOY Lep eledou eredduapiuad
ueedesoy ejey uelode] ueyeraAuad BWILI9) BpUR) jRING

cl

eduuejeydun rensas uersijoday LIBP B[20Id)
ueyengtod uesnyePw yeutad Mepn/yeuled uole) [exeq
uesSuersuawr Zued uersijodoy uejejRd UEBZURILNLY jeIng

It

vIEdoU
uefuenay ueyidniaw ued eAuqemel Junddue) pelusw
Fued wnyny uepeq eredds neje/uep ueduelossiad
eredas Sueiny uedundue; e Fuepas Nepn ‘q

dejo)
wnyny uejensay reAundwow ye@y Sued uenpeduad
uesnind uesreseptaq eAuyifd ey jnqeoip 3uepas yepry ‘e

‘emyeq
uesejedsusw Jues uore) reddun yedway pndisw eAuwnyny
yederm Sued wefou ueqpeduad Lrep ueduels}ay jeing

01

dela;

wnyny uejensayiaq yerey Sued ueppedusd uesnind 9

seqaq suepa[uaw 13No
nele jeiedsioq [No ‘jeiedsiaq ueseqaquad jedepuswt
uore) [exey [ey weep ‘uejeyeredsewad uepeq ereday
LIep seqaq Sueafusur 1IN0 Neje jeredsIaq No ‘yeredsiaq
ueseqaquad uerelusw resa[es ye[a) ueduela)ay jeins p

- uejeyeledseuniad edequal ejeday Liep

eaeluad euepid uerelusaw resajas yeal ueduelalay jeins o

“eAuuereydun rensos uersijoday Lep dueniaq suek
uejeyeloy need refeqas ueng uejnyduesioq Fuek
uole) [eyeq emyeq uesejelusw 3ued ueduelalay jeins ‘q

[euolseu neje [eyo[ Jeqey jeins eped anil uep eyngia
| eieoss iqnd epedoy ueesynweduaw yYeR) n¥ng B
speue depeylo) [ensas uejeyeloy uep

H BqO3.IeU Jepueq MCMUthOU— uejuew ueing uep ﬁﬂhdummﬁﬁuﬁ

| rempel winpagas unyey (ewr) ¢ yex3durs 3ured medurejow

._._._. ~ wnpaq 1deysy esefuad eueprd 1uerefusur resafes  Yed)




MMM TEE PPON | T

] M 1°gd [PPOW I
JLYAVAS
IHANTWAN LVIVAS
AVAlLL IHANIWIWN vav Avdlil vav
NAWAYOd
NVHVSEVEY NVA NVAVMONATIH NVILITANG TISVH N@WNNOA SINAL ON

T R R A | o I b
uejeweoay neje/uep ‘ejoy /uarednqey | L

R_ANNJFIND TIHVM NOTVO ¢

: S ‘mesyeres yiid
- : uedueiajay
. — — = -
jnuny uep ‘q jnany ‘e ynuny euewredeqas 0jo4 Adoojjog p
T - [ [ T . S mequoy |

7 MeAueqas (M) WO g'G[ X WD Q] UeInn UO[Bd 00 O

Jequia] YBAUBQAS WO OX{ UBINNN YIng WellH 0104 sed 'q
Tequial  YBAUBQIS WO OX{ UBINNN BUIBMIdE 0)J04 Sed ‘B

‘isuraoad yen{3un aAuedurey] uil], BWeU Jejje( 61
uofe)) ueduesed rueduejepue)ip Sued yelaeq
(drd¥) 8uelueq ex8uep ueunduequad eueduady] eped
F noefuaw uoe)) ueduesed wesdord uep ISIUW ‘ISIA UBYSEN ‘|1 7
, | o gueuomiaq Sued Isuejsur yajo 1sesiedafip yeol
gues ‘(gLLs) telfejag yeuwre], epue], yeing /yezel] idoxojoq I T
NIUoIP{a[s Ynpnpuad epue], njrey doxojo | ‘9]
~ejoyiem reqefuad nejye nedng
yeqefuad ‘“anuraqnn jeqefuad redeqoes snjejstaq uek uored
13eq ejoyirepm yeqeluad nejye nedng jeqeluad ‘anutagny
yeqeluad refeqes uenuayiaquad uesninday jeing el
yeled uexed8un) reAundwaw yepn mnq epue], -0
seled qifem pefusur uoreod selas neje diyels)
_ unye;} (ewr) g BSBW }NjuUn ‘UO[ED [BYE( BUIEBU SE)R
ipequid SueiQ yeled qifep uepseysduad yeled ueunye],
uenyejuquad jeing uereduwredluad BWILIY) BPUR], 'q
uo[ed BWEU

sere (dMdN) deled qifep oxod JowoN nyiey idoxyolo e




(>1n1od
uese[y /uedury
ueed[eay

‘eAuuejey3durn rensas ueisijoday Lrep Sueniaq suek
uejeyeloy nyeed reSeqes ueynq ueinyduesioq uek
uofe) [exeqg emyeq ueyejeAusw Jued ueduelslay jeins °q

[BUOISBU NEJE [B30] Jeqey jeins eped inml uep eynqia)

‘BIB9S x:&ﬂn mn.mavx ueyenweduaw yepE) myng ‘e
- eue depeyua) [ensyas uejeyeloy
uep eqodteu Jepueq euepididal uejuBw  ueNnq uep
uerejjepuad (empel winjaqas unyej (euwr]) ¢ jyexdurs 3uijed
meduweow wnjaq 1dejsy erelfuad euepid ruerelusuw resajos

yera) w:ma ruepldia ], UBjUBA UB[EPE UO[R)) [EXeq [BY WE[e(]

~ eue depeyts) [ensyas uejeyeloy
neje eqodleu Jepueq euepidis) ueBjUBW  UBYNQ UEp
uesejjepuad empel winjagas unye) (ewr]) ¢ yexdurs 3uifed
eAueuepid esew rueelusw resajes yee) sued eueprdia],
uejuUER Ye[epe uole) [exeq [ey werep ‘dejs) wnyny
uBjenyN{Iaq  Ye[d) gued ueppeduad uesnind uBuieg

exeluad urerep euepid ruereluaw yepn
mnmvi._uu reuaduowr ueesyeloy Lrep :.mmcmhuaux jeins ‘o

dejay wnny
uejenyayiaq yep@y Sued ueppeduad uesnind ueureg °'q

[eUOISEBU NnEjR [BXMO] Jeqey jeins eped inMnl uep eynqia)
eredss yrqnd epeday ueyeNNWLZUIW yeP) mng ‘e
~ ereluad werep euepid uepeluaw
jyepnn 3ued euepidial snjels ueduap uoe) [eyeqg I13egq
sniod uesere neje (swa] pdino)
ueduu ueed[eay euasey ereluad euepidip yeuiad Sued uopeo
resreq 18eq ‘uesnind ueyynjelusw Jued ma3ou uerpeduad
ep deje) wnyny uejenyay yootodwowr ye) Jued
uenpeduad uesnind uestesepliaq nijod uesee neje (swa)

pdno) uedurr ueedresy euarey euepidip uedueIa}ay jBING

uoreo [ed8un jedwoy nndijow efuwnyny
yedeim  Sued wadou  uepeduad wep dejey wnyny
uejenyayiaq yepe) Sued ueppeSuad uesnind uexiesepiaq

euepidiay  r1eSeqes yeurad yepn  ueduels)ey  jeing

g0y /uarednqgey semue]

“Gsuraold nisemeg ‘nisemeqg  ‘ejoy/uoredngey Jpi/NdM
Yooy  dpi/isunaoid NdM ‘NdM  ®1083uy  yerepe uofe)
eriqede 3ueuamiaq Eﬂm@& rep uenuaytaquad uesninday
eynoyieu ueeundyereduad seqaq

|ejros ueyol uep wewsel uendweway uedueialay jeing




ejoyirem reqefuad neje nedng

yeqefuad “anuragny jeqefuad redeqes snjeysiaq 3ued uoreo

13eq ejoyiepm reqeluad neje nedng jeqeluad ‘anuiaqno
jeqefuad 1edeqos uenuayraquiad  uesninday  jein

sreled uesed8uny reAundwaw 3epn 13nq epue], o

sreled qifem pefusw uoped yeles neje JyxeId)
unye} (ewl)) ¢ BSBW }Njun ‘uo[ed [eyeq BWEU SBjR
pequyd Suei yeled qifep uepseydusd yeled ueunye],
uenygejuaqua jeinsg ueredweduad ewne) epuel, ‘q
- i  Uo[eD BUIRU
seje (dMJN) efed qifep sjoxod JowoN nirey idoyojoy e
- i = ~yeled
qifem reSeqos Jteyepia) uepnyduestoq 3ued uoleo jedura)
yeleq ueuede[dd Jojuey] Yoo ueyren[ayip suek uawmno(]
- T EE R uofeo [ed3un
redway pndipw efuwmsny yedem Sued 133un uerpeduad
neje eferu uepeduad wep dejey wnyny uejENyay
reAundwow yeoy Sued ueppeduad uesnind ueyresepiaq
yped  uexejedurp  Suepes  epry  ueduels)ey  jeIng
1sdn.Ioy uesBjUBIIqUID ISTWOo) Liep eiedau eredduajeluad
ueedexosy ejey uelode] ueyeraAuad euILI9) EpUEB] jBINS
- eAuuejeydun rensas uelsijoday] LIBp B[9219)
uejengtad uesnyepw yeurad yepn/yeutad uore) reyeq
ueyBuerouawr Fued uersrodoy uejejeo uelduelalay jeing
o - eredou
ueduensy ueyidniow ued eAuqemel 3unddue) pelusw
gued wnyny uepeq eieoss neje/uep uedueloastad
ereoas Sueiny uedunddue; piuew  Juepas Nepn q
- R - - de;
wnyny uejenyay refundwew ye) Suel uenpeduad
uesnind uesreseptaq eAuyipd ey inqeorp Suepas yepr}p ‘e
- - ‘emyeq
ueyejyeduaw Juek uore) reddun yedwa) nndiow eAuwniyny
yederrm Sued eB8ou ueppeduad ep ueduelalay jeing
- o - dey

wnyny uelensayiaq yel Sued uenpeduad uesnind o

seqaq 3uejafuaw nNo

neje jeriedsiagq nno ‘yeredsiaq ueseqoaquiad jedepuaw

uo[e) reeq ey weep ‘uejexeredsewad uepeq ereday

LIep seqaq 3ue2luaw 1N Neje JeIBASIaq 1IN0 ‘JeIRASIaq
ueseqaquad Tuee(usw resafes Ye[e) uBduBlIa)AY jBINS P

uejeyeleiseurtad edequol eredoy Liep

ere(uad euepid uerefuaw resajas ye[a) ueduelalay jeins o

‘€l

01




‘d.....-.......-r....-...ﬂ.‘-‘...-.-......-....n.u.urr..-...-.......-...-.-.1.-.....?......-.-

(x uweuoresuad

efjod enjay/I1suraold ndM e1od3uy/enyay
BWIUIN Sueyx

------ ON sessensssnsnsasnsasnsnnssansnanensnns fasssssnsnsnnsnsnnsnnnns

—-.-.::-.:-.-.c-..:c ------------ --.-n.:-::--.:--...-..:::o:.:-:.:-:-

(» uorep ueduesed rejeq/uoe) ueduesed [eyeqg Wil
ueyyerddusy Suey

nyesyeres Yiid

o jnuany
uep ‘q jnainy ‘e jniny euewredeqas ojog Adoojjog p 7
o Tequiof
¢ Medueqos (¥f) WO g'Gl X WO g'Q] UBIN}N UO[ED 0}J04 'O
- JTequua|
p NeAueqas WO gxX{ UBIMN Ynng WelH 0304 sed °'q
Iequi9l 4 MBAUBQIS WD gXf UBINMN BUIBMIIE 0)0 SBJ ‘B

" NIBQJIA], 0104
, ueleWEISY neje/uep ‘ejoy/usjednqey
‘isuraoad  jey8uny oAuedwrey  wi),  Bweu  Ieje(
uofe) uedueseq ueduejepuelip Suek yeiseq |
(drdy) Buefueq eyduep ueunduequad eueouady eped
noeduow uo[e) ueduesed weldord uep ISIW ‘ISIA UBNSEN
Fueuomaioq Sued 1suejsul yajo Isesijedalip yee)
|Sued ‘(gLLs) relejog yewre], epue], jeing/yezel] 1doxojoy
. ‘ NIUOIP[AIE Ynpnpusdd epue], nyey 1doxoioy

(s

: ueduerajoay

‘02

‘61

‘81

LT
91




MODEL BA.HP
PERBAIKAN -KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Padea Bari i .;....:ccum. Tl R PEN o v Tahun dua ribu
...................... bertempalt  di.ccevnsnnnass; KPW  Provingi Rian telah
melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama :

1. CalonGubernur:

..................................................................................................................

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan
dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

KPU Provinsi Riau

NO | NAMA - JABATAN TANDA TANGAN
1 - ~ Ketua : N
2 Anggota B ]
R G : i A |
4. - - Anggota _ 1
) - R Anggoté : - N
Keterangan :

*) pilih salah satu
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MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten /Kota*)
Kecamatan 2 Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya:

Nama

NIK

JenisKelamin

Alamat

RT/RW

TempatLahir

TanggalLahir 2

Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/PernahKawin?*)

W3 o b

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
Tahun 2018, atas nama:

1. CalonGubernur :

Sebagai buktidukunganPasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan
dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat
keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya
mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan
secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

..................... et st N

Yang Membuat Pernyataan,

Keterangan :
*) Pilih salah satu.



MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
KOLEKTIF

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR
Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*)
Kecamatan : Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

- -




dan

seterusnya....




3

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Riau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Tahun 2018, atas nama:

1. Calon Gubernur :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................................................................................................

Surat pernyataandukungan ini dilampiri FotokopiKartuTanda Penduduk
Elektronik atau suratketerangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan
ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami
bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :
i Pilih salah satu.



MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

....................................................................................................................

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi sebanyak ...................... orang;

2. Jumlah Kabupatensebanyak ............. Kabupaten/Kota;

3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU
Provinsisebanyak ............ orang dan ................. Kabupaten/Kota;

4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan di tingkat Provinsi sesuai dengan BA.8-KWK
Perseorangan/BA.7-KWK Perseorangan*) sebanyak........c............ orang;

5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus
dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
sebanyak .................. orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah
kekurangan dukungan.

6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di ................

Kabupaten/Kota atau setara dengan (......... %)



Tabel Rekapitulasi Julah Dukungan Perbaikan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No Nama Nama Nama Kelurahan/Desa Jumlah
Kabupaten Kecamatan Dukungan

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan
sebagaimana mestinya...

Bakal Calon Bupati Bakal Calon Wakil Bupati
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir,
Materai

Ditetapkan di BagansIAPIAPI
Pada tanggal 18 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
HILIR

THCT)




